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TENTANG
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NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN
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Menimbang :

Mengingat

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk kelancaran administrasi guna pembayaran
tunjangan kinerja bagi pejabat dengan status pejabat
yang ditugaskan di Badan Koordinasi Penanaman Modal,
perlu mengubah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id
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Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 545);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penamaman
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